
 
 

44                     UNIVERSITAS BUNG HATTA 
 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perlindungan hukum bagi pasien yang melakukan perawatan kecantikan di 

Klinik Vyrma Kabupaten Solok Selatan, terhadap tindakan dari dokter 

tersebut jika terjadi kerugian terdahap pasien, pasien akan membutuhkan 

suatu bentuk perlindungan konsumen dari dokter tersebut dan pihak Klinik 

Kecantikan Vyrma Kabupaten Solok Selatan bersedia akan memberikan 

perlindungan terhadap pasien. 

2. Pertanggungjawaban Klinik Vyrma Kabupaten Solok Selatan jika terjadi 

kerugian terhadap pasien pihak klinik akan bertanggungjawab atas 

kerugian yang dialami oleh pasien tersebut. Bentuk 

pertanggungjawabannya berupa pemberian perawatan secara gratis sesuai 

ketentuan yang diberikan oleh pihak klinik. Konsumen yang mengalami 

kerugian melakukan jalur di luar pengadilan atau non litigasi yaitu secara 

negoisasi dengan pihak Klinik Kecantikan Vyrma Solok Selatan.  

B. Saran 

1. Sebagai konsumen seharusnya terlebih dahulu mengetahui apa saja bentuk 

dan kewajiban sebagai konsumen. Agar konsumen dalam segala upaya 

yang menjamin adanya kepastian hukum yang diberikan kepadanya untuk 

memberi perlindungan hukum kepada konsumen tersebut. Begitu juga 

sebaliknya, pelaku usaha seharusnya terlebih dahulu mengetahui apa saja 



45 
 

 

UNIVERSITAS BUNG HATTA 

bentuk dan kewajibannya sebagai pelaku usaha, agar ia dapat memberikan 

perlindungan konsumen sesuai dengan hak dan kewajibannya. 

2. Seiring dengan perkembangan zaman, persaingan pelaku usaha dalam 

menjalankan usahanya seringkali lupa terhadap tanggungjawabnya 

terhadap konsumen, baik pelanggaran hak maupun kewajibannya. Oleh 

sebab itu, segala sesuatu yang diberikan oleh pelaku usaha baik berupa 

jasa ataupun produk yang diberikannya jika dikaitkan dengan 

tanggungjawab pelaku usaha, maka pelaku usaha wajib memberikan 

tanggungjawab atas perbuatannya jika konsumen yang merasa dirugikan 

akibat membeli, menggunakan, dan mengkonsumsi barang dan/atau jasa 

yang diedarkan serta diperdagangkan oleh pelaku usaha. Untuk menjamin 

keamanan, kenyamanan, hingga hak konsumen maka upaya yang perlu 

ditingkatkan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga yang terkait dengan 

tanggung jawab mereka di dalam lembaga perlindungan konsumen. Yang 

perlu ditingkatkan adalah peningkatan jaminan keamanan dan kenyamanan 

terhadap konsumen agar lebih terjamin hak-haknya apabila dirugikan oleh 

pelaku usaha. 
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